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ABSTRAK 

 
Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Walaupun 

kekuasaan kehakiman tersebut dinyatakan merdeka tidaklah berarti para hakim dan 

badan peradilan itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa tanpa 

batas. Bagaimanapun juga mereka tetap masih dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang 

ada serta nilai-nilai moral dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat. 

Namun kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak hakim yang mencoreng peradilan 

Indonesia terutama hakim yang terlibat kasus korupsi. Hal ini menyebabkan 

kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan para hakim semakin terpuruk. 

Oleh karena ketidakpercayaan publik terhadap hakim itulah, maka di pengadilan 

khusus di adakan Hakim ad hoc, salah satunya yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. Hakim ad hoc di adakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena 

rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. 

Namun berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 

19 Hakim yang sudah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2005 hingga 

2018. Dari 19 Hakim tersebut setidaknya ada 10 diantaranya yang merupakan Hakim 

ad hoc Tipikor. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat Hakim ad hoc 

Tipikor yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan namun 

kenyataannya justru ikut terjerumus ke dalam Tindak Pidana Korupsi. Terkait masih 

terjadinya korupsi di badan peradilan, Mahkamah Agung selaku pelaksana 

pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman mendapat sorotan dari berbagai pihak 

yang menilai bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan 

belum maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi 

permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah pengawasan terhadap Hakim ad 

hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung 2) Bagaimana upaya optimalisasi pengawasan 

terhadap hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung. Untuk menjawab 

permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

 


